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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BelakangPenelitian 

Menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif berarti menyelesaikan 

pekerjaan secara tepat sesuai dengan perencanaan dengan penggunaan sumber daya 

atau input yang minimal untuk mencapai kerja yang maksimal. Manusia sebagai 

subsistem yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sentral sekaligus menjadi 

pusat terselenggaranya segala usaha dan kegiatan kerja sama serta menentukan 

berhasil tidaknya suatu organisasi, maka disinilah perlunya dicari suatu upaya agar 

pelaksanaan tugas pegawai dapat lebih efektif dan efisien. 

Pada umumnya suatu organisasi mempunyai sasaran tertentu yang ingin 

dicapai yang merupakan syarat mutlak dalam menjamin kelangsungan dan 

perkembangan organisasi. Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang 

yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur, untuk mencapai 

tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Setiap 

organisasi  memerlukan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia 

memiliki peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun organisasi 

tersebut didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, 

tanpa dukungan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan tidak akan 

terselesaikan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan 

sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang, termasuk handal dalam 

melakukan usaha demi mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.  
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Usaha-usaha sumber daya manusia tersebut meliputi perencanaan, 

pengawasan, pemberdayaan, Pengadaan, seleksi dan penempatan pegawai. Dalam 

hal ini penulis tertarik untuk membahas penempatan pegawai dalam suatu 

organisasi atau instansi yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang handal dalam pekerjaannya. Faktor-faktor yang 

mendukung penempatan pegawai dalam suatu organisasi diantara meliputi 

pendidikan dan pengalaman kerja. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam penempatan pegawai untuk 

menciptakan suasana kerja yang berdasarkan prinsip “the right man on the right 

place and the right man on the right job” yaitu pegawai ditempatkan pada bidang 

pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga akan menciptakan 

iklim kerja yang proposional. Sedangkan peranan pengalaman kerja dalam 

penempatan pegawai yaitu semakin lama pegawai bekerja maka semakin dalam 

atau banyak pengetahuan pegawai terhadap suatu pekerjaannya, sehingga pegawai 

mampu melakukan pekerjaannya dan selesai pada waktu tepat yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penempatan pegawai yang tepat merupakan suatu cara bukan hanya 

untuk  mengoptimalkan  kemampuan dan keterampilan menuju prestasi kerja tinggi 

bagi pegawai itu  sendiri, akan tetapi juga merupakan  bagian dari proses 

pengembangan pegawai di masa depan. 

Penempatan pegawai pada instansi pemerintahatau dinas pemerintahan 

dapat dilaksanakan dengan merujuk pada suatu aturan-aturan atau ketentuan  yang 

ditetapkan oleh instansi itu sendiri dan dari peraturan pemerintah. Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung khususnya pada bidang kesekretariatan yang merupakan 
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salah satu dinas pemerintahan  yang melaksanakan ketentuan pasal 17 undang-

undang Nomor 43 tahun 1999 yang berisi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 

jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 

agama, ras, atau golongan. Dengan adanya tugas yang tercantum dalam undang-

undang  tersebut, semua aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugas secara maksimal bagi masyarakat, guna tugas tersebut 

bisa terlaksana sebagaimana mestinya.Oleh karena itu dibutuhkan penempatan 

sumber daya manusia yang handal di dalam menjalankan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Hal ini akan membawa dampak positif berupa hasil kerja yang optimal 

karena terdapat korelasi positif antara penempatan pegawai dengan peningkatan 

efektivitas kerja. 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu untuk senantiasa memperhatikan 

penempatan pegawai, guna efektivitas  kerja yang dihasilkannya bisa sesuai dengan 

kinerja yang diharapkan. Sehingga aparatur pemerintah dalam lingkup kantor 

tersebut, seyogyanya dapat melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan 

dengan baik dalam usaha yang bersangkutan demi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Namun dalam kenyataannya berdasarkan penelitian awal yang dilakukan 

oleh penulis, ternyata masih banyak pegawai yang tidak berpedoman kepada prinsip 

“the right man on the right place” , dan hal ini disebabkan karena adanya beberapa 

permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan pendidikan. 
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 Permasalahan pendidikan terlihat dari masih banyaknya pegawai yang 

tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan contohnya pada kepala 

sub bagian keuangan yang dijabati dari Sarjana Agama, analisis kepegawaian yang 

dijabati oleh lulusan Madrasah aliyah/SMA, pelaksana bagian kepegawaian yang 

dikelola oleh Sarjana Hukum, serta pelaksana-pelaksana lainnya yang tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikan.  

Dari beberapa permasalahan pendidikan terlihat bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan pegawai dengan bidang kerja yang 

digeluti oleh beberapa pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

khususnya di bidang kesekretariatan. Dengan hal ini tampak bahwa pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki pegawai di bidang kerjanya sekarang relatif kurang, 

sehingga kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pun 

diindikasikan belum berjalan secara efektif. 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam bidang penempatan pegawai pada Bidang 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam bentuk skripsi dengan 

judul: PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP 

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BIDANG KESEKRETARIATAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan awal penulis dan berdasarkan data yang diperoleh 

dari bidang umum subbagian kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 

diindikasikan bahwa penempatan pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung ini masih tidak sesuai antara jurusan yang ditempuh pada saat bangku 

kuliah dengan bidang kerja yang digeluti saat ini, ketidaksesuaian penempatan 

pegawai ini terlihat dari adanya beberapa permasalahan, diantaranya: 

1. Adanya jabatan dan penempatan kerja yang diduduki oleh pegawai tidak 

berdasarkan latar belakang pendidikan, sehingga pengetahuan dan keahlian 

yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang digeluti; 

2. Kurangnya pengetahuan pegawai tentang satuan kerja pegawai pada bidang 

yang digeluti karena ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan ; 

3. Pengalaman kerja pegawai yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

harus dilaksanakan saat ini dibidangnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Penelitian 
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Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap efektivitas kerja pegawai 

pada bidang kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja pegawai terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada bidang kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja pegawai pada 

bidang kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 

memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 

penempatan pegawai dengan tujuan utama sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap efektivitas kerja pegawai 

pada bidang kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja pegawai terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada bidang kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja pegawai 

secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai pada bidang 

kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep atau 

teori-teori tentang ilmu Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan 

penempatan pegawai serta pengaruhnya terhadap efektivitas kerja, dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan kepustakaan mengenai penempatan pegawai dan efektivitas 

kerja pegawai. 

 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah penempatan 

kerja pada Dinas Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

b. Untukpeneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai penempatan pada pegawai serta pengaruhnya 

terhadap efektivitas kerja; 

c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan 

masalah yang diteliti oleh peneliti;  

d. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian 

pada bidang yang sama secara lebih mendalam. 
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1.6 Kerangka Berfikir 

Peneliti memerlukan kerangka pemikiran atau pendapat dari para ahli yang 

tidak diragukan lagi kebenarannya supaya dapat memecahkan masalah yang telah 

dikemukan, yaitu teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba terlebih dahulu 

mengenai pengertian Administrasi. 

Berdasarkan etimologi “administrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri 

dari “ad” artinya intensif dan “ministrare” artinya melayani, membantu atau 

mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Dari 

perkataan “administrare” terbentuk kata benda “administrario” dan kata 

“administrauus” yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yakni 

“administration”.1 

Berkaitan dengan Administrasi Negara, peneliti akan mengemukakan 

pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: 

Menurut Dwight Waldo bahwa Administrasi negara mengandung dua 

pengertian yaitu: 

a. Administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan 

benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 

b.  Administrasi negara adalah suru seni tentang manajemen yang 

dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.2 

                                                           
1Inu Kencana Syafiie, Ilmu Adminstrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h.13 
2Ibid., h.25 
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Administrasi negara dalam arti sempit sering disamakan dengan kegiatan 

ketatausahaan.Sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan 

dalam suatu organisasi yaitu aspek organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan publik.3 

Dari pengertian administrasi negara secara luas yang terdiri dari beberapa 

aspek kehidupan yang salah satunya manajemen dapat disimpulkan bahwa 

administrasi tidak terlepas dari peran manajemen dalam sebuah organisasi atau 

instansi. Manajemen merupakan bagian dari administrasi yang mempunyai peranan 

dalam unsur 6m yang salah satunya Manatau unsur manusia pada manajemen 

sumber daya manusia.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen 

yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia 

dalam kegiatan suatu organisasi. Pada umumnya, kegiatan-kegaiatan di bidang 

sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan 

dan sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan, kegiatan-kegiatan itu terdiri atas analisis 

pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja, kegiatan-kegiatan 

itu terdiri atas pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan 

pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan 

demikian, Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan 

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi 

                                                           
3Ibid., h.15 
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pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensas, promosi, dan pemutusan 

hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.4 

Menurut Edwin B. Flippo dalam buku yang sama, manajemen sumberdaya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

pemberhentian pegawai, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individual, pegawai, dan masyarakat.5 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia 

memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber 

daya utama yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

serta memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi 

dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan 

masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi tersebut akan berjalan 

secara maksimal apabila dilaksanakan oleh seorang pegawai yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya, dan untuk menunjang hal tersebut 

maka diperlukan adanya kegiatan penempatan pegawai dalam suatu organisasi. 

Menurut Melayu S.P Hasibuan Penempatan sumber daya manusia atau  

penempatan pegawai merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan 

calon pegawai yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya dan 

sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut.6 

                                                           
4Mutiara S.Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bogor Selatan: Ghalia 

Indonesia, 2004), h.15 
5Lihat T Hani Handoko, Manajemen Personalia dan sumber daya manusia, (Yogyakarta: 

BPFE, 2010), h.3 
6Lihat  Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  h.115 
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Menurut pendapat lainnya yaitu menurut Sastrohadiwiryo Penempatan 

SDM adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada pegawai  yang lulus 

seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang 

terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab.7 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa penempatan pegawai adalah kebijaksanaan sumber daya 

manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya  dalam suatu 

jabatan secara efektif dan efisien. 

Adapun dimensi penempatan pegawai menurut Wahyudi terdiri dari dua 

jenis, yaitu:               

1. Pendidikan, prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti 

pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam 

penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, 

serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. 

2. Pengalaman kerja, yaitu pengalaman seorang tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan tertentu. Pengalaman pekerjaan itu dinyatakan dalam:  

a. Pekerjaan yang harus dilakukan. 

b. Lamanya melakukan pekerjaan itu. 

Efektivitas menurut  Siagian dalam buku Teori, Perilaku, dan Budaya 

Organisasi, memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan 

                                                           
7Ibid., h.116 
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pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 

telah ditetapkan.  

 Sedangkan menurut Saxena dalam buku yang sama bahwa efektivitas 

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, 

waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat 

efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah 

penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya 

organisasi pemerintah berorientasi ke pencapaian efektivitas yang meliputi:8 

1. Tepat Waktu, penyelesaian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan sebelumnya, pegawai tidak menunda 

pekerjaan, tidak ada jam lembur, dan setiap pegawai tidak terjadwal secara 

pasti sehingga mudah untuk menyelesaikannya. 

2. Tepat Kualitas, pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditetapkan oleh instansi, pekerjaan dilakukan 

dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari 

kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan para pengawas 

(atasan). 

3. Tepat Kuantitas, kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah 

kerja yang ditetapkan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih 

banyak dengan tanggungjawab yang lebih besar. 

                                                           
8Lihat Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2010)., h.175-176 
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Berdasarkan pada pendapat para ahli, serta teori-teori yang ada dan 

berdasarkan uraian kerangka pemikiran, dapat dilihat model paradigma penelitian 

dan model kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

a.  

b.  

c.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Model Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Pegawai 

(Variabel  X) 

 

1. Latar belakang pendidikan 

2. Pengalaman kerja 

 

Efektivitas Kerja 

(Variabel Y) 

1. Tepat waktu 

2. Tepat kualitas 

3. Tepat kauntitas 

Adam Ibrahim Indrawijaya, 

Teori, Perilaku, Dan Budaya 

Organisasi,(Bandung:  PT 

Refika Aditama, 2010)., h. 

175-176 

Tjutju Yuniarsih , dan Suwatno, 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia, (Bandung: Alfabeta, 

2009)., h. 117 

Permasalahan Penempatan (formasi) Pegawai Terhadap Efektivitas 

Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Permasalahan : 

1. Adanya jabatan dan penempatan kerja yang diduduki oleh 

pegawai tidak berdasarkan latar belakang pendidikan,  

2. Pengalaman kerja pegawai yang tidak sesuai dengan tugas dan 

fungsi yang harus dilaksanakan saat ini dibidangnya; 

 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.”(Malayu 

S.P Hasibuan, 2011:10) 
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Gambar 1.2 

 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan  baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.9 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawabaan teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban empirik. 

                                                           
9Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2010),  h.326 

Penempatan Pegawai 

Teori: 

1. Latar belakang pendidikan 

2. Pengalaman kerja 

(Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih , Dr. Suwatno, 

M.si, 2009: 117) 

 

Efektivitas kerja 

Teori:  

1. Tepat waktu 

2. Tepat kualitas 

3. Tepat kauntitas 

(Drs. Adam Ibrahim Indrawijaya, MPA, 

2010: 175-176) 
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Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah 

hipotesis asosatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau 

lebih.10 

 

Variabel pengaruh Penempatan pegawai (x) terhadap Efektifitas Kerja (y). 

1. H1 Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja di 

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

H0 Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

2. H1 Pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas 

kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

H0 Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

3. H1 Pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung. 

H0 Pendidikan dan Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung.

                                                           
10Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta , 2012), h.77 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Administrasi Negara 

2.1.1 Pengertian Administrasi  

Menurut Herbert A. Simonn Adminidtration can be defined as the activities of 

groups cooperating to accomplish common goals. Jadi baginya administrasi dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan-kegatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-

tujuan bersama.11 

Menurut The Liang Gie, Adminstrasi adalah segenap rangkaian kegiatan 

penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja 

sama mencapai tujuan tertentu.12 

Dari definisi kedua pengertian administrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

administrasi mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain: 

a. Kerja sama 

b. Banyak orang 

c. Untuk mencapai tujuan bersama. 

Pengertian dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan 

pengertian dalam arti sempit adalah tata usaha. Tata usaha merupakan unsur dari 

administrasi dalam arti luas, secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut 

sebagai berikut: 

a. Pengorganisasian, 

b. Manajemen, 

c. Tata hubungan, 

                                                           
11Inu Kencana Syafiie,Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.13 
12Ibid, h.14 
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d. Kepegawaian, 

e. Keuangan, 

f. Perbekalan, 

g. Tata usaha, 

h. Perwakilan. 

2.1.2 Pengertian Adminstrasi Negara  

Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga 

pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan sua atau banyak orang 

terlibat di dalamnya. Sebagian besar literatur menggunakan istilah administrasi 

perkantoran dan manajemen perkantoran untuk menyebut administrasi. 

  Menurut Edward H. Lithfield mengatakan bahwa :13 

Administrasi negara merupakan suatu studi mengenai bagaimana bermacam-

macam badan pemerintahan di organisir, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, 

digerakkan dan dipimpin. 

Sedangkan menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi Negara 

mengandung dua pengertian yaitu :14 

a. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda 

guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah. 

b. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang 

dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara. 

                                                           
13Ibid., h. 25 
14Loc.cit 
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Administrasi negara dalam arti sempit sering disamakan dengan kegiatan 

ketatausahaan.Sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan dalam 

suatu organisasi yaitu aspek organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan publik.15 

Administrasi negara mempunyai peranan penting terhadap organisasi dan 

manajemen. Manajemen merupakan proses kegiatan pencapaian tujuan melalui 

kerjasama antar manusia. Rumusan tersebut mengandung pengertian adanya hubungan 

timbal balik antara kegiatan dan kerjasama disatu pihak dengan tujuan di pihak 

lain.Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka perlu dibentuk suatu organisasi yang 

pada pokoknya secara fungsional dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang 

dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa fungsi organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk 

mencapai tujuan dan manajemen merupakan bagian dari administrasi yang merupakan 

salah satu unsur dari 6m (man, money, material, machines, methods, market) yang salah 

satu unsurnya man (orang) yang disebut manajemen sumber daya manusia. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efesien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat.16 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Fokus kajian Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-

fungsinya, agar efektif dan efesien dalam mewujudkan tujuan instansi, pegawai, dan 

                                                           
15Ibid., h.15 
16Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.5 
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masyarakat. Dan karyawan berperan sebagai perencana, pelaku, dan selalu berperan 

aktif dalam setiap ativitas perusahaan. Adapun tugas maajemen sumber daya manusia 

menurut Umar (1999) dapat dikelompokan atas tiga fungsi yaitu:17 

1. Fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasisan, pengarahan, dan 

pengendalian. 

2. Fungdi operasional: Pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

3. Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam 

pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

Berdasarkan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia di atas, 

disebutkan bahwa terdapat fungsi pengadaan sumber daya manusia, fungsi tersebut 

mencakup proses penetapkan penarikan pegawai, seleksi pegawai, kemudian 

penempatan pegawai. 

2.3 Penempatan Pegawai  

2.3.1 Pengertian Penempatan Pegawai 

Hasibuan (2001) mengemukakan penempatan pegawai merupakan tindak lanjut 

dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada 

jabatan/ pekerjaan yang membutuhkannya sekaligus mendelegasikan authority kepada 

orang tersebut.18 Sikula (1981) mengemukakan placement mean matching or fitting a 

persons qualifications and job requrement (penempatan berarti memyesuaikan atau 

mencocokan kualifikasi individu dengan tuntutan pekerjaan).19 

                                                           
17Lihat Edy Sutrisno, Manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: Kencana, 2013),  h.7 
18Lihat Lihat  Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  h.115 
19Loc.cit 
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Pendapat-pendapat diatas menegaskan bahwa penempatan pegawai tidak 

sekedar menempatkan saja, melainkan harus mencocokan dan membandingkan 

kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan 

atau pekerjaan, sehingga the right man on the right job tercapai.  

 

2.3.2 Ruang Lingkup Penempatan Pegawai 

Rivai (2004) mengemukakan penempatan karyawan berarti mengalokasikan 

para karyawan pada posisi  kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. 

Kepada karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran 

fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau 

memindahkan pada posisi yang lain. Dengan demikian penempatan dalam kaitan itu 

meliputi promosi, transfer, dan demosi.20 

Dalam kaitan ini Sastrohadiwiryo (2002) mengemukakan penempatan tenaga 

kerja adalah suatu proses pembagian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang 

lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, 

serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan 

yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawabnya.21 

Pengertian diatas menunjukkan bahwa penempatan pegawai dilakukan setelah 

pegawai bersangkutan lulus seleksi. Hal tersebut tidak saja berlaku bagi pegawai baru 

tetapi bagi penempatan pegawai lama. Baik promosi maupun alih tugas dan demosi. 

Dikatakan demikian karena sebagaimana halnya pegawai baru. Pegawai lama pun perlu 

direkrut secara internal, diseleksi dan ditempatkan juga mengalami program 

                                                           
20Lihat Ibid., h.116 
21Loc.cit 
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pengenalan sebelum mereka ditempatkan pada posisi baru dan melakukan pekerjaan 

baru. 

Perbedaannya terletak pada proses seleksi dan orientasi bagi pegawai lama lebih 

sederhana karena berbagai informasi tentang diri pegawai lama sudah tersedia pada 

dokumen yang bersangkutan seperti tentang lamaran, riwayat, pekerjaan, program 

pendidikan dan latihan, penilaian atasan atas kemampuan menyelesaikan tugas, 

penghasilan serta jumlah tanggungan. Dengan demikian program orientasi pun  

berbeda, untuk pegawai lama terbatas pada pengenalan lingkungan kerja yang baru saja 

sedangkan untuk pegawai baru lebih luas, karena selain pengenalan lingkungan kerja 

juga harus mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan aspek lembaga dimana yang 

bersangkutan bertugas. 

2.3.3 Prinsip Penempatan Pegawai 

Penempatan pegawai baik pada sebuah instansi maupun perusahaan sangat 

penting untuk diperhatikan, karena kegiatan penempatan pegawai sedikit banyak akan 

mempengaruhinya terhadap keberhasilan suatu instansi atau perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan keberhasilan pegawai yang telah diterima 

melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan jabatan yang telah dipenuhi, perlu 

ditempatkan pada posisi yang sesuai agar pegawai tersebut dapat meningkatkan 

efektivitas kerja sesuai yang diharapkan.  

Menurut Malayu Hasibuan penempatan ini harus didasarkan pada job 

description dan job spesification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada 

prinsip the right man on the right place and the right man on the right job.22 Anwar 

Prabu Magkunegara mengemukakan pendapat yang sama dengan Malayu Hasibuan 

                                                           
22Malayu S. P Hasibuan, (2008), Op. Cit., h.64 
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bahwa pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya the 

right man on the right place, the right man on the right job.23 

Pendapat-pendapat mengenai pengertian penempatan, Tjutju yuniarsih 

menegaskan bahwa penempatan pegawai tidak sekedar menempatkan saja, melainkan 

harus mencocokan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan 

kebutuhan dan persyaratan dari suatu pekerjaan, sehingga the right man on the right 

job tercapai.24 

Prinsip Penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man on the right 

place. Untuk dapat melaksanakan prinsip dengan baik, ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu:25 

1. Adanya Analisis Tugas Jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis yang 

menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang 

dilaksanakan sesuai unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki 

oleh pejabat yang akan menduduki jabatan dalam unit organisasi itu. 

2. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-

masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan 

adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, 

disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing  

 

2.3.4 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. 

Schuler dan Jackson (1997) mengemukakan faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam penempatan adalah keterampilan, kemampuan, preferensi, dan 

                                                           
23Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya manusia perusahaan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), h.67 
24Tjutju Yuniarsih, (2009), Op.cit., h.116 
25Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.97 
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kepribadian karyawan. Wahyudi (1991), mengemukakan bahwa dalam melakukan 

penempatan pegawai hendaklah mempertimbangkan faktor-faktor berikut.26 

1. Pendidikan, yaitu pendidikan minimum yang disyaratkan yaitu menyangkut : 

a. Pendidkan yang seharusnya, artinya pendidikan yang harus dijalankan 

syarat. 

b. Pendidikan alternatif, yaitu pendidikan lain apabila terpaksa, dengan 

tambahan latihan tertentu dapat mengisi syarat pendidikan yang seharusnya. 

2. Pengalaman kerja, yaitu pengalaman seorang tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan tertentu. Pengalaman pekerjaan itu dinyatakan dalam:  

c. Pekerjaan yang harus dilakukan. 

d. Lamanya melakukan pekerjaan itu. 

Sastrohadiwiryo (2002), mengemukakan faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menenpatkan pegawai adalah sebagai berikut:27 

1. Faktor Prestasi Akademis 

Prestasi akademis dimasud disini adalah prestasi akademis yang telah dicapi 

oleh pegawai selama mengikuti jenjang pendidikan pada masa sekolah dasar 

samapai pendidikan terakhir, dipadukan dengan prestasi akademis yang 

diperoleh berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan terhadap pegawai 

yang bersangkutan. Sehingga dapat diharapkan memperoleh masukan 

dalam menempatkan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat pula. 

2. Faktor Pengalaman 

Faktor penglaman perlu mendapatkan pertimbangan karena ada 

kecenderungan, makin  lama bekerja, makin banyak pengalaman yang yang 

                                                           
26Lihat Ibid., h.117 
27Loc.cit 
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dimiliki dan sebaliknya semakin singkat masa kerja, makin sedikit 

pengalaman yang diperoleh. 

3. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental 

Faktor ini juga tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor tersebut diatas. 

Karena bila diabaikan dapat merugikan lembaga. Oleh sebab itu sebelum 

pegawai yang bersangkutan diterima menjadi pegawai diadakan tes atau uji 

kesehatan oleh dokter yang ditunjuk, walaupun tes kesehatan tersebut tidak 

selamanya dapat menjamin bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat 

jasmani dan rohani. 

4. Faktor Status Perkawinan 

Status perkawinan juga perlu dipertimbangkan mengingat banyak hal 

merugikan kita bila tidak ikut dipertimbangkan, terutama bagi pegawai 

wanita sebaiknya ditempatkan pada lokasi atau kantor cabang dimana 

suaminya bertugas. 

5. Faktor Usia 

Dalam rangka menempatkan pegawai, faktor usia pada diri pegawai yang 

lulus dalam seleksi, perlu mendapatkan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindarkan rendahnya produktivitas kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai yang bersangkutan. 

Penempatan harus dilakukan dengan hati-hati agar tiap pekerja dapat bekerja 

sesuai dengan keahliannya dan mengerti bagaiaman mengerjakan tugas-tugasnya. 

Selain itu, dinamika bisinis menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja relatif lebih 

sering berubah-ubah kualifikasinya sehingga penyesuaian setiap kali harus dilakukan. 

Oleh karena itu, kegiatan penempatan tidak hanya dilaksanakan setelah seleksi 

melainkan meliputi pula penempatan dalam rangka promosi, demosi, transfer, dan 
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pemberhentian. Khusus untuk karyawan yang dipromosikan lazimnya perusahaan 

melakukan terlebih dulu pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan untuk jabatan yang akan dipegang. Selain itu, pelatihan diperlukan setiap 

kali ada peralatan baru ataupun sistem kerja yang baru. Intinya pelatihan dan 

pengembangan diperlukan untuk mengisi gap antara kualifikasi yang dimiliki karyawan 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan/jabatan. 

2.3.5 Faktor Pendidikan  

Pendidikan (education) adalah pembelajaran yang dipersiapkan untuk 

meningkatkan pelaksanaan pekerjaan pada masa yang akan datang atau meningkatkan 

seseorang untuk dapat menerima tanggung jawab dan atau tugas-tugas baru.28 konsep 

pendidikan  lebih terbatas lingkupnya yaitu pendidikan dalam organisasi pekerjaan. 

Pendidikan dipersiapkan bagi sesorang untuk mendapat atau memangku  pekerjaan 

dimasa yang akan datang atau untuk promosi. Ada dua kemungkinan  makna konsep 

pendidikan, yaitu:29 

1. Suatu pekerjaan  tertentu yang harus diisi pada jangka waktu yang pasti, 

2. Suatu  pekerjaan tertentu yang harus diisi dalam waktu yang tidak pasti (masa 

yang akan datang). 

Lembaga Administrasi Negara (1994) Pendidikan pada jabatan pegawai negeri yang 

selanjutnya disebut pendidikan dan pelatihan adalah penyelenggaraan proses belajar 

mengajar dalam, rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil dalam 

melaksanakan jabatannya.30 

                                                           
28Soebagio Atmodiwirio, Manajemen Pelatihan, (Jakarta: PT Ardadizya Jaya, 2005), h.35 
29Ibid., h. 36 
30Ibid., h.37 
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2.3.6 Faktor Pengalaman Kerja  

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan 

tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984).31Pengalaman kerja adalah 

pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat 

dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu 

(Trijoko, 1980).32 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat 

penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat 

diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang 

dimilikinya. 

Ada beberapa untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan 

yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu :33 

a. Lama waktu/ masa kerja. Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah 

ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan merujuk 

pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan 

oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan 

menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan 

                                                           
31Diakses di PDF Usu (Universitas Sumatera Utara), di situs blog: 

repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20II, Pada Minggu 29 juni 2014  pukul 9.44 
32Loc.cit 
33Loc.cit 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-pengalaman-kerja.html
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keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai 

atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Tingkat penguasaan seseorang 

dalam pelaksanaan aspek – aspek tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang berpengalaman 

akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya berirama, lebih cepat 

menanggapi tanda – tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap 

menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor lain yaitu : lama 

waktu/masa kerja seseorang, tingkat pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki 

dan tingkat penguasaan terjadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang 

karyawan yang mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta 

tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja. 

 

2.4 Efektifitas 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dapat pula diartikan sebagai pencapaian 

hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yag telah ditetapkan. Khaerul Umam dalam 

bukunya Perilaku Organisasi (2010) mendefinisikan kata “efektif” secara etimologis 

diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (Producing desired result, 

berdampak menyenangkan (Having a pleasing effect), bersifat actual dan nyata (actual 

and real).34 

                                                           
34Khaerul umam, Prilaku Organisasi, (Bandung:  Pustaka Setia, 2010), h. 229 
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Efektivitas menurut  Siagian dalam buku Teori, Perilaku, dan Budaya 

Organisasi,memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan 

suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 

35 

 Sedangkan menurut Saxena dalam buku yang sama bahwa efektivitas adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. 

Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini 

orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi 

isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi ke pencapaan 

efektivitas meliputi: 36 

1. Tepat waktu dalam arti penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan 

batas waktu yang di tentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda 

pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjadwal secara pasti 

sehingga mudah menyelesaikannya. 

2. Tepat kualitas dalam arti pekerjaan yang di tangani oleh pegawai sesuai 

dengan standar kualitas yang di tetapkan instansi, pekerjaan dilakukan 

dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan 

dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas ( atasan 

atau masyarakat ). 

3. Tepat kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target 

atau jumlah yang di tetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih 

banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.  

                                                           
35LihatAdam Ibrahim Indrawijaya, Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2010), h. 175 
36Lihat Ibid., h.176-177 
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Mengacu pada pernyataan diatas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah lebih menuju kepada hasil keluaranya (efektif), bukan pada 

seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut 

(efesien). Dengan penekanan pada tujuan dari pencapaian program atau 

kegiatan, maka tidak sedikit kegiatan pemerintah dapat dikatakan tidak 

memenuhi namun efektif. 

 

 

2.5 Hubungan Penempatan Pegawai Dengan Efektivitas Kerja 

Menurut  Sastrohadiwiryo  Penempatan SDM adalah proses pemberian tugas 

dan pekerjaan kepada karyawan  yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang 

lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko 

dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta 

tanggung jawab. 

 Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa penempatan SDM 

adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi/jabatan seseorang 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya  dalam suatu jabatan secara efektif dan efesien. 

Terdapat hubungan antara penempatan pegawai dan efektifitas kerja, seperti halnya 

dalam hal ketepatan waktu kerja pegawai. Staffing atau penyusunan berarti menyusun 

tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tersedia tenaga kerja dalam kuantitas dan 

kualitas kerja yang dibutuhkan.37 Apakah seorang pegawai akan menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam pekerjaannya atau bahkan 

                                                           
37M. Manulang & Marihot Amh Manulang, Manajemen Personalia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press,  2006),  h. 5 
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banyak para pekerja yang tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Hal itu pula 

salah satu yang memicu apakah prinsip the right man on the right place, mampu 

memberikan pertanggungjawaban terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya seperti halnya dalam ketapatan waktu kerja penyelesaian tugasnya. 

Adapun hal lain yang berhubungan antara penempatan pegawai dan efektifitas 

kerja, Seperti halnya dalam penempatan pegawai yaitu pendidikan dan latihan yang 

dilaksanakan di dinas tersebut meliputi sistem informasi manajemen kepegawaian, 

keuangan dan umum sehingga memberikan pengetahuan dan kemahiran dalam 

melakukan tugas serta maupun memberikan pelayanan jasa/ kualitas terhadap lembaga 

dan masyarakat baik itu dalam hal kualitas dan kuantitasnya. 

Maka, ketika kita berbicara tentang penempatan pegawai tidak heran lagi ada 

kaitannya dengan kinerja para pegawai yang salah satunya dengan efektifitas kerja 

pegawai. Karena efektifitas kerja pegawai ditunjang dari kuantitas pekerjaan pegawai 

dan kualitas yang dicapai dari pekerjaan tesebut 

 


